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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh tingkat kepercayaan kepada otoritas pajak
dan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi.Metode pengambilan sampel random
digunakan dalam penelitian ini. Rumus sloving
digunakan untuk menentukan jumlah sampel, dan
100 responden dihasilkan. Program SPSS versi 20
digunakan dalam analisis penelitian ini. Teknik
pengambilan sampel menggunakan teknik random
sampling. Analisis regresi linier berganda dan
analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian,kepercayaan kepada
otoritas pajak dan sistem e-filling secara persial
berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak.
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PENDAHULUAN
Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai sebagian besar

pengeluaran negara. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan pajak tidak
langsung. Penerimaan pajak langsung contohnya pajak penghasilan, sedangkan penerimaan pajak
tidak langsung contohnya pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama. Selain sebagai
penerimaan utama negara, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta
tanggungjawab warga negara.Jika warga negara tidak ada yang membayar pajak maka
pembangunan negara atau pembangunan infrastruktur negara tersebut akan terhambat. Dengan
membayar pajak masyarakat juga akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri seperti
pembangunan fasilitas umum, jembatan, jalan tol atau jalan raya dan lain-lain.Pajak adalah iuran
yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan masuk ke dalam kas negara. Negara atau
pemerintah bertugas melaksanakan undang-undang serta pelaksanaannya bersifat memaksa tanpa
adanya balas jasa menurut Mardiasmo (2016:3).
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Gambar 1. Persentase Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan Negara Tahun 2018 s.d. 2023
(dalam triliun Rupiah) Sumber: Nota Keuangan 2023, Perpres 75 tahun 2023

Gambar 2. Realisasi Penerimaan pajak tahun 2018 s.d. 2023
Setiap tahunnya, kontribusi penerimaan perpajakan dalam APBN terus mengalami kenaikan,
meskipun pada tahun 2020 penerimaan perpajakan mengalami penurunan yang cukup tajam
sebesar 16,9% dari capaian tahun sebelumnya yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.
Meskipun demikian, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, penerimaan perpajakan
berangsur-angsur meningkat, bahkan berhasil melampaui pencapaian penerimaan perpajakan
sebelum pandemi pada tahun 2019, yaitu sebesar 1.547,8T pada tahun 2021 vs 1.546,1T pada
tahun 2019. Pada tahun 2023, sesuai dengan nota keuangan pada tahun tersebut, DJP diberikan
kepercayaan untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp1.718 triliun, yang kemudian
diubah melalui Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2023 menjadi sebesar Rp1.818,2 triliun.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak.
Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin meningkat pula penerimaan pajak,
dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dan
memberikan pemahaman yang sesuai bagi masyarakat wajib pajak sendiri sudah seharusnya
menjadi hal utama yang harus diperhatikan dan lebih ditingkatkan lagi oleh Direktorat Jendral
Pajak (DJP). Trust perpajakan adalah kepercayaan yang diberikan oleh wajib pajak kepada
pihak-pihak yang berwenang dalam melaksanakan administrasi perpajakan.
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Menurut Hanif, skk. (2017), trust perpajakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
kualitas pelayanan public, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dalam administrasi
perpajakan. Menurut Arismayani et al. (2017) kepercayaan yang dimiliki Wajib Pajak terhadap
pemerintahan dan hukum akan mendorong Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan. Kurangnya kepercayaan wajib pajak kepada otoritas pajak bisa berdampak luas pada
upaya pengumpulan pendapatan negara,kohesi sosial,serta kesehatan ekonomi secara
keseluruhan.Namun tidak dipungkiri pada saat ini ada potensi penurunan kepercayaan
publik.Situasi ini sebagai dampak dari kasus korupsi dan fenomena Flexing melalu media
sosial,serta kasus belum dilaporkannya harta pegawai institusi pajak dalam SPT tahunan ataupun
LHKPN . Oleh karena itu perlu untuk memperkuat kepercayaan publik. Dalam konteks
tersebut,wajib pajak mempercayakan pengelolaan atas uang pajak yang telah di bayarkan kepada
pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Masalah tingkat pemahaman
perpajakan dari wajib pajak dirasa perlu untuk dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah
salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga penting bagi kita untuk membahas masalah
tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak karena nantinya data dan informasi mengenai tingkat
pemahaman wajib pajak pada suatu wilayah/negara, akan sangat berguna bagi pihak
pemerintahnegara tersebut sebagai pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan dan
peraturan perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak
selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP)
berusaha untuk memberikan pelayanan terbaru yaitu pelaporan pajak dengan menggunakan
sistem online khususnya dalam penyampaian SPT tahunan dengan sistem e-filing. Aplikasi e-
filing merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang tekonolgi informasi dan komunikasi
menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:160).

LANDASAN TEORI
Kepercayaan Otoritas Pajak
Menurut Tirtana dan Sari (2014) kepercayaan adalah perasaan yang terjadi ketika klien senang
dan nyaman dengan pemasok produk dan layanan yang melakukan komitmen mereka. Karena
ketergantungan dan kejujuran mereka, mitra yang berharga sangat ingin dapat diakses untuk
pertukaran. Kepercayaan adalah jaminan atau keyakinan mitra pertukaran dalam kemampuan
untuk membangun hubungan jangka panjang dan memberikan hasil yang menguntungkan.
Antisipasi individu bahwa ucapan mereka dapat dipercaya dikenal sebagai kepercayaan.
Kelompok yang dipercaya harus memiliki integritas dan kepercayaan yang tinggi, serta kualitas-
kualitas berikut: konsistensi, kompetensi, kejujuran pihak yang dipercaya, dan kemampuan untuk
menjaga komitmen (Tirtana dan Sari, 2014). Menurut Puspita (2013), kepercayaan terkait dengan
kualitas layanan yang ditawarkan oleh pejabat pajak. Integritas seseorang atau badan dalam
menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya mendukung kepercayaan. Akibat kasus
gratifikasi yang ditangani fiskus, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap administrasi
perpajakan otoritas, sehingga menurunkan kredibilitas pelayanan perpajakan. Kepercayaan
kepada aparatur merupakan motivator yang berasal dari dalam diri wajib pajak untuk lebih patuh
dalam membayar pajak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Octavianny et al., 2021).

Menurut Kirchler (2008), aparat pajak harus melayani masyarakat (wajib pajak) dengan
profesional sehingga menimbulkan hubungan komunikasi yang baik dari wajib pajak dengan
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aparat atau petugas pajak.Hal ini serupa juga dengan yang disampaikan oleh Harinurdin (2009)
bahwa pelayanan untuk wajib pajak berarti juga melakukan komunikasi dengan wajib
pajak.Untuk dapat memperoleh kepercayaan wajib pajak, aparat pajak harus merubah iklim yang
mengutamakan “kekuatan” dengan iklim yang mengutamakan “kepercayaan” dan layanan pada
wajib pajak (Gangl et al., 2013). Penerapan self assessment system di Indonesia harus didukung
oleh kesiapan aparat pajak untuk mengawasi dan mengadministrasikan pajak yang dijalankan
oleh wajib pajak.Namun banyaknya kasus korupsi yang menyeret nama aparat pajak yang dapat
mencoreng nama baik Direktorat Jendral Pajak di mata masyarakat dan dapat pula menurunkan
integritas kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak.Maka dari itu, otoritas pajak perlu
melakukan langkah-langkah persuasif untuk dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat
kepada otoritas pajak khususnya terhadap aparat pajak (Syakura, 2014). Menurut Alm dan
Gomez (2008) bahwa dalam memenuhi kewajiban pajak, wajib pajak sangat dipengaruhi oleh
pandangan wajib pajak tersebut terhadap adanya pengelolaan pemerintah yang bersih (good
governance).Otoritas pajak yang sangat andal dan dapat dipercaya dapat meningkatkan kepatuhan
pajak baik secara sukarela ataupun melalui penegakan (Wahl et al., 2010).Menurut Ratmono dan
Cahyonowati (2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan
signifikan oleh besarnya kepercayaan kepada otoritas pajak.

Sistem E Filling
E-filing adalah sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ataupun tahunan secara online
dan real time (Noviandini dalam Tasmilah,2021). E-filing dijelaskan oleh Lado dan Budiantara
(2018) sebagai metode.Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dapat
diakses melalui website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi (ASP) sehingga
wajib pajak tidak perlu mencetak formulir dan menunggu tanda terima secara manual. Dapat
disimpulkan bahwa e-filing merupakan suatu sistem pelaporan atau penyampaian Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan baik bagi wajib pajak orang pribadi atau badan,
dilakukan secara online dan diakses melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau
melalui mitra DJP yaitu Application Service Provider (ASP).

Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan pajak sangat penting bagi seluruh pemerintahan di dunia,khususnya bagi otoritas
perpajakan. Penelitian tentang kepatuhan pajak juga berkembang sangat pesat. Otoritas
perpajakan diseluruh dunia lebih mengedepankan kepatuhan secara sukarela, walaupun tetap
menggunakan perangkat hukum dan peraturan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan
memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary compliance) diharapkan menjadi
tulang punggung pelaksanaan sistem perpajakan.
Menurut Simon (2003) dalam Harinurdin (2009) pengertian kepatuhan pajak (tax compliance)
adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan
kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada
pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigation), peringatan, ancaman, dan penerapan
sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan
besarnya rasio pajak (Nurmantu (2007) dalam Rahayu (2010)). Menurut Chaizi Nasucha dalam
Rahayu (2010), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam
mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan
dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran
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tunggakan. Erard dan Feinstin (1994) dalam Rahayu (2010), menggunakan teori psikologi dalam
kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran
dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan
pemerintah. Menurut Harinurdin (2009) kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kondisi ideal
wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat
dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib
pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam
bentuk formal dan kepatuhanmaterial. Menurut Roth et al. (1999) dalam Hamid (2013),
kepatuhan pajak didefinisikan sebagai melaksanakan dan melaporkan seluruh hak dan kewajiban
perpajakan secara benar dan diwaktu yang tepat, berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan Teori Perilaku Terencana, bahwa keyakinan atau kepercayaan dari individu tersebut
terhadap penilaian atas hasil suatu perilaku menunjukkan positif atau negatifnya sikap yang
ditimbulkan.Kepercayaan kepada Otoritas Pajak merupakan sikap perilaku dari wajib pajak atas
penilaian pribadi wajib pajak mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak
serta integritas seseorang atau badan dalam memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya.Dalam
penelitian ini, Teori Perilaku Terencana digunakan untuk menjelaskan mengenai keyakinan dan
penilaian dari wajib pajak untuk manfaat yang bisa wajib pajak terima apakah lebih besar atau
sama dengan kewajiban yang wajib pajak bayarkan kepada otoritas pajak. Hasil penelitian ini
juga didukung oleh penelitian Fardan Ma’ruf,Zainudin,Rahadi Nugroho & Hanik Susilawati
Muamarah (2022) dan Dewi Kusuma Wardani & Ketut Sukarte (2023) yang menemukan bahwa
hasil dari kepercayaan otoritas pajak memiliki dampak yang cukup baik terhadap kepatuhan
pengusaha kena pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepercayaan wajib pajak
kepada otoritas pajak,

Pengaruh Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan teori Technology Acceptance Model (TAM) merupakan suatu model yang
digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya
teknoligi komputer. Penerapan e-filing merupakan bagian modernisasi sistem perpajakan yang
dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dengan e-filing dapat memudahkan wajib
pajak dalam melaporkan SPT tahunan secara online dan realtime melalui internet pada website
Direktorat Jendral Pajak. Penelitian terdahulu mengenai penerapan sistem e-filing telah dilakukan
oleh Fanny Monica Anakotta,Shella Gilby Sapulette & Theresia Eunike Iskandar(2023), Alifvia
Amanda,I Made Sudiartana,Ni PutuShinta Dewi(2023),dan Agus Wahyudi(2021) dan hasil dari
penelitiannya menunjukan bahwa penerapan sistem e-filing mampu memudahkan wajib pajak
baik dalam hal kecepatan pelaporan SPT, tidak merepotkan, kemudahan dalam pelaporan SPT,
dan kemudahan pengisian SPT sehingga penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Ini menggambarkan bahwa sistem e-filing mampu mempermudahkan
wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kuantiatif.
Didalam penelitian ini yang dijadikan populasi yaitu wajib pajak orang pribadi yang menjalankan
pekerjaan bebas atau usaha.berjumlah 5644 wajib pajak. Sampel yang digunakan dari penelitian
ini sejumlah 100 orang Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai responden. Metode analisis data yang
digunakan menggunakan metode regresi linear berganda.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 2.548 1.353 1.884 .063

Kepercayaan Otoritas
Pajak

.299 .068 .475 4.397 .000 .308 3.250

E-Filling .286 .084 .368 3.412 .001 .308 3.250

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
1. a = 2.548 menunjukan bahwa jika nilai X1 dan X2 tetap (tidak mengalami perubahan)
maka nilai konstanta Y sebesar 2.548.
2. b1 = 0.299 menyatakan jika X1 bertambah, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar
0.299 dengan asumsi tidak ada penambahan konstanta nilai X2.
3. b2 = 0.286 menyatakan jika X2 bertambah, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar
0.286 dengan asumsi tidak ada penambahan konstanta nilai X1.

Uji t
1. Kepercayaan Otoritas Pajak (X1) nilai signifikansi (Sig.) 0.000 < 0.05, maka dapat diartikan
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kepercayaan Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak
2. E-Filling (X2) nilai signifikansi (Sig.) 0.001 < 0.05, maka dapat diartikan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan
Pengaruh Tingkat Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil pengujian yang sudah didapat menunjukan bahwa variabel Tingkat Kepercayaan Kepada
Otoritas Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat
dilihat dengan membandingkan nilai signifikansi ataupun dengan melihat nilai dari uji t. Nilai
signifikansi yang didapat pada regresi berganda adalah 0.000 < 0.05. Selain itu, nilai t hitung
yang sudah didapat sebesar 4.397 > 1.985. Dengan melihat dari dua hasil tersebut, dapat
disimpulkan jika hasil signifikansi. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa
kepercayaan terhadap otoritas Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak,diterima .

Pengaruh Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil pengujian yang sudah didapat menunjukan bahwa variabel Sistem E-Filling berpengaruh
signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilihat dengan
membandingkan nilai signifikansi ataupun dengan melihat nilai dari uji t. Nilai signifikansi yang
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didapat pada regresi berganda adalah 00.001 < 0.05. Selain itu, nilai t hitung yang sudah didapat
sebesar 3.412 > 1.985. Dengan melihat dari dua hasil tersebut, dapat disimpulkan jika hasil
signifikansi dan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa system E-Filling berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak,diterima.

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut :
1. Pengaruh Tingkat Kepercayaan Otoritas Pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
2. Penerapan Sistem E-Filling (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
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